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Sifat Rapat

: Terbuka
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Pimpinan Rapat
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Acara
: 
1. 
Kata Pengantar oleh Ketua Rapat

2.
Penjelasan oleh Menteri Luar Negeri 

3.
Tanya Jawab

4.
Penutup
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: 
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Menteri Luar Negeri, DR. Noer Hassan Wirajuda, S.H., 
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I.
PENDAHULUAN


Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2008 dengan waktu dan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo  L.  Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.
II. KESIMPULAN

1. Berkaitan dengan penyerapan anggaran Semester I TA 2008 Departemen Luar Negeri baik di Pusat maupun di Perwakilan yang hanya sekitar 25 %, Komisi I DPR RI minta Menteri Luar Negeri agar mencermati dan meningkatkan perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan agar dapat meningkatkan penyerapan anggaran secara maximal sehingga dapat melaksanakan program yang telah ditetapkan.

2. Komisi I DPR RI sependapat dengan Menteri Luar untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang struktur organisasi Departemen Luar Negeri serta merumuskan ulang Tupoksi dan nomenklatur khususnya Ditjen kawasan agar lebih fokus pada penanganan isu politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Dalam hubungan ini evaluasi dan kelanjutan restrukturisasi perlu menjangkau rightsizing serta optimalisasi fungsi dan struktur termasuk peningkatan kapasitas personil di Perwakilan baik home-staff maupun local-staff.

3. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektifitas operasional Perwakilan RI di luar negeri, Komisi I DPR RI minta Menteri Luar Negeri untuk meningkatkan upaya perbaikan kesejahteraan dan tunjangan bagi personil Perwakilan baik home-staff dan local-staff.

4. Dalam penyelesaian berbagai masalah batas wilayah laut RI dengan negara-negara tetangga, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah agar mempercepat perundingan penetapan batas wilayah dengan memperjuangkan kepentingan nasional berdasarkan hukum nasional dan prinsip/ketentuan UNCLOS  dengan memperkuat upaya diplomasi, kemampuan, ketrampilan dan keuletan bernegosiasi.

Terkait dengan kawasan blok Ambalat, perundingan RI-Malaysia perlu dimanfaatkan untuk memperjuangkan legalitas kepemilikan Indonesia atas blok Ambalat dan  tidak menegosiasikan hal-hal yang menyangkut kedaulatan nasional, serta memperkuat kehadiran Indonesia di kawasan itu termasuk meningkatkan kemampuan TNI di lapangan dalam menjaga perbatasan dan menangkal manuver  kapal-kapal Malaysia.

5. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah agar menyampaikan perkembangan pembicaraan antara pemerintah RI dan AS mengenai masalah NAMRU 2.

6. Komisi I DPR RI minta Pemerintah dalam hal ini BNP2TKI agar memanfaatkan secara maximal saran dan masukan dari Departemen Luar Negeri, serta agar Perwakilan Departremen Luar Negeri di BNP2TKI meningkatkan peranannya agar kinerja BNP2TKI dapat meningkatkan secara signifikan kinerja dan pelaksanaan tugasnya.

7. Komisi I DPR RI minta Pemerintah agar didalam merespons permintaan mediasi dari negara/pihak yang bertikai agar Pemerintah melakukan upaya mediasi secara tertutup, berhati-hati, dan memanfaatkan jalur fungsional Departemen Luar Negeri. 

III.
PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.15 WIB.  

               KETUA RAPAT

THEO  L.  SAMBUAGA 
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